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BAB 1

PENDAHULUAN



Latar Belakang

1) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah

wajib mengemban bagian tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
memenuhi pelayanan dasar dalam pengelolaan air limbah atau air limbah domestik.

2) Kutai Timur merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di Kalimantan Timur. Secara geografis Kabupaten Kutai Timur

terletak antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU dengan luas wilayah mencapai 35.747,50 km²

dengan jumlah penduduk sebanyak 253.847 Jiwa. Secara administratif Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18

kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut untuk meminimalisir dampak negatif

terhadap air limbah domestik maka Kabupaten Kutai Timur wajib memperhatikan dan meningkatkan kualitas

pelayanan pengelolaan air limbah domestik secara serius.

3) Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bahwa telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum. Pasal 6 ayat (1) dan (2) pada peraturan

tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis penunjang tertentu
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Latar Belakang

4) Pemisahan peran operator dan peran regulator sangat penting untuk dilaksanakan. Peran Regulator adalah peran

pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya pelayanan yang efektif sedangkan Peran Operator yaitu peran

institusi yang menjalankan fungsi pengoperasian dan pelayanan sehari-hari. Pemisahan secara tegas fungsi Regulator

dan Operator pengelolaan Air Limbah dimaksudkan agar pelayanan pengelolaan air limbah di Kutai Timur berjalan

secara efektif, optimal, dan terkonsetrasi pada suatu lembaga yang khusus secara operasional menangani

pengelolaan air limbah domestik

5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis

penunjang tertentu pada dinas atau badan, sesuai penjelasan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun

2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

6) Hingga saat ini layanan pengelolaan air limbah di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan Kutai

Timur dan dibawah kepengurusan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan arahan PERMENDAGRI No 050 Tahun

2021 perlu dibentuk UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibawahi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. Oleh karena itu, kajian akademis ini dibuat sebagai syarat pembentukan UPTD Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik di Kabupaten Kutai Timur yang akan dibawahi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
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Tujuan

Tujuan dari penyusunan kajian akademis ini ialah sebagai syarat dan bahan pertimbangan

dalam pembentukan UPTD. UPTD ini dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur selaku dinas membawahi

UPT untuk memisahkan fungsi operator dan regulator guna mengoptimalkan pelayanan di

bidang Air Limbah Domestik kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan

efisien.
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BAB 2
KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD



A. Kegiatan yang merupakan

pelaksanaan urusan yang menjadi

kewenangan daerah

UPTD Pengelola Air Limbah Domestik pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan

Ruang Kabupaten Kutai Timur dibentuk

untuk melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dari sub urusan air

limbah pada urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sesuai lampiran kewenangan pemerintah

kota pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah:
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Kegiatan Teknis Operasional Tertentu Yang Akan Dilaksanakan



B. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan

UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Timur akan bertindak

sebagai lembaga operator yang khusus menangani pengelolaan air limbah domestik.

Mengacu pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017,

tugas UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ialah melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan

yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak

bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan

penetapan kebijakan daerah.

Memperhatikan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) maka UPTD Air Limbah yang akan

dibentuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang

melingkupi kewenangan pengelolaan Air Limbah Domestik. UPTD Sistem Pengelolaan

Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
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C. Bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan

pembinaan kepada unit kerja lain

UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melaksanakan sebagian tugas teknis

operasional sub urusan air limbah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

dan Penataan Ruang.

UPTD Air Limbah yang akan dibentuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian UPTD Air Limbah

Domestik merupakan bagian dari Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Kutai Timur dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

penunjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Memperhatikan uraian tugas dan fungsi UPTD Air Limbah sebagaimana disebutkan di

atas, maka dapat dikatakan bahwa layanan UPTD Air Limbah tersebut bukan

merupakan kegiatan lintas perangkat daerah.
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D. Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan

dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya

Arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan

dalam pelaksanannya dilakukan melalui indentifikasi jabatan dan uraian tugas. Pembagian

kerja dalam UPTD Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Timur meliputi jabatan-jabatan

utama dan pendukung. 

Beberapa jabatan utama dan jabatan pendukung ialah Kepala UPTD, Kepala Subag Tata 

Usaha, Administrasi UMUM & Adimistrasi Keuangan, Pramu Bakti, Petugas Keamanan, 

Pengemudi, Teknisi Keciptakaryaan (petugas pada subsitem pengolahan setempat dan

sub sistem pengangkutan/Kenek), Penyehatan Lingkungan Permukiman, Teknisi

keciptakaryaan (Petugas di IPAL /Sub sistem pengolahn terpusat)
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Bentuk/Teknis Barang atau Jasa Yang Disediakan Bagi Masyarakat

atau Perangkat Daerah Lain dan Frekuensi Penerima Barang/Jasa

A. Barang/jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik barang/jasa kolektif

maupun barang/jasa individu

Sub-sistem pengolahan setempat merupakan prasarana yang diterapkan untuk mengolah air limbah

domestik serta menampung lumpur tinja hasil pengolahan air limbah di lokasi sumber. Lumpur tinja

dapat berupa air limbah domestik yang telah terolah, sebagian terolah atau belum terolah. Lumpur

tinja yang terbentuk dalam unit pengolahan setempat membutuhkan pengolahan lanjutan di Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pada IPLT, lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan

setempat akan diolah melalui proses pengolahan fisik, proses pengolahan biologis dan/atau

pengolahan kimia sehingga aman untuk dilepaskan ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, UPTD Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik menyediakan barang /jasa dengan jenis penampungan,

pegangkutan dan pengelolaan Lumpur Tinja
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B. Penyediaan barang/atau jasa yang diperlukan secara terus

menerus

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentunya menghasilkan air limbah domestik yang

berasal dari aktivitas sehari-hari. Air limbah domestik perlu dikelola dengan baik dan sesuai

peraturan guna mewujudkan kehidupan yang tetap sehat dan mampu melindungi kelestarian

lingkungan. UPTD Air Limbah domestik perlu dibentuk guna melaksanakan sistem pengelolaan air

limbah domestik yang dibutuhkan oleh masyarakat. UPTD Air Limbah Domestik tentunya sangat

diperlukan secara terus-menerus. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib

dilakukan secara regular/harian dengan volume sesuai beban kerja. Serta, pekerjaan bukan

merupakan kegiatan yang dapat dijadwalkan setiap bulan atau triwulan atau caturwulan atau

semesteran.
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Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat

dan/atau Dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Penerima Manfaat)

A. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah, dan cepat

Adanya UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kutai Timur akan

menjadikan pengelolaan air limbah domestik menjadi lebih optimal ditambah. Saat ini salah satu

kurang optimal nya pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Kutai Timur dikarenakan tidak

ada nya truk pengangkut lumpur tinja. Melalui UPTD, diharapkan pengadaan truk dapat

dilakukan serta sarana dan prasarana lainnya. Selain itu, jarak dan waktu menuju kantor

UPTD harus lebih dekat, murah, dan cepat dibandingkan dengan Dinas.
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B. Layanan yang diberikan UPTD merupakan

layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh

masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia

akan menganggu kehidupan masyarakat atau

penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sub urusan air

limbah merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar

pemerintah kabupaten yang mana urusan tersebut

harus tersedia bagi masyarakat. Apabila air limbah

domestik di daerah tidak di tangani makan akan

berakibat:

Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat

dan/atau Dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Penerima Manfaat)

a.Dampak terhadap kesehatan, yaitu menjadi tempat

berkembangbiaknya organisme yang dapat menimbulkan

berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang

dikonsumsi oleh manusia;

b.Penurunan kualitas air:

c.Gangguan terhadap kehidupan biotik;

d.Dampak terhadap sosial ekonomi, yaitu air limbah dapat

menimbulkan bau yang sangat menyengat. Sebagai contoh,

pabrik tahun yang membuang ampasnya ke lingkungan

perairan dapat menimbulkan bau karena terjadinya

pembusukan oleh zat organik yang ada di dalamnya.
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C. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, Swasta atau

Penyedia lainnya

Hingga saat ini pengelolaan air limbah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di UPT

Kebersihan dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, kedepan pengelolaan Air Limbah

Domestik sepenuhnya akan dilaksanakan di UPTD air limbah domestik di bawah kewenangan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan bergerak pada bidang operasional pengelolaan air

limbah mulai sektor hulu hingga sektor hilir (pengumpulan – pengangkutan – pengolahan lumpur

tinja). Komposisi operasional tersebut dilakukan karena hingga saat ini di Kabupaten Kutai Timur

belum tersedia layanan pengelolaan air limbah domestik oleh swasta atau penyedia jasa

lainnya.
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A.Pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD tidak mengakibatkan terganggunya

kinerja unit-unit organisasi lain

Perlu perencanaan SDM yang matang untuk melaksanakan fungsi UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik sebagai pengelola di Kabupaten Kutai Timur. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang terdapat seksi infrastruktur lingkungan yang salah satu tugasnya adalah melakukan

pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kutai Timur, sehingga dengan adanya seksi tersebut

perencaan terhadap SDM untuk UPTD yang akan dibentuk dapat disesuaikan dengan kondisi dinas

daerah. Dalam hal ini struktur organisasi yang akan digunakan oleh UPTD air limbah domestik adalah

sebagai berikut:

Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana
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B. Tidak menambah pegawai baru baik PNS maupun honorer

Dengan total jumlah pegawai Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 127

orang yang terdiri atas 67 orang PNS dan 60 orang Non PNS (honorer) maka pembetukkan

UPTD Air Limbah Domestik di Kabupaten Kutai Timur diindikasikan tidak menambah

pegawai baru, baik PNS ataupun honorer. Dengan jumlah pegawai tersebut dirasakan cukup

untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan air limbah dengan kondisi saat ini (5 m3 per

hari). Penambahan pegawai belum memungkinkan dilakukan saat ini, dengan pertibangan

selain adanya keterbatasan Pemerintah Daerah dalam pengadaan pegawai dan pengupahan

pegawai.
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C. Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik

Untuk pencapaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik hingga 100 % atau sebanyak 5 m3

per hari seharusnya dibutuhkan tambahan pegawai di karenakan belum terdapatnya seksi khusus

atau pegawai khusus yang belum menangani air limbah domestik di Kabupaten Kutai Timur,

namun hal tersebut tidak akan mengurangi belanja publik dikarenakan dinas terkait yang

mengelola air limbah domestik dapat melakukan optimalisasi kinerja pegawai melalui UPTD

pengelolaan air limbah.
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D. Tersedia Sarana Dan Prasarana Kerja Berupa Kantor Dan Perlengkapannya

Pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Kutai Timur dengan sarana dan prasarana yang

kondisinya jumlahnya masih terbatas dan masih bergabung di UPT Kebersihan. Dengan

dibentuknya UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan kantor, sarana dan

prasarana lainnya dapat dilengkapi guna menunjang keberlangsungan kerja UPTD itu sendiri
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Standar Operasional

Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Tugas

Teknis Operasional

dan/atau Tugas Teknis

Penunjang Tertentu

NO-SOP JUDUL SOP 

UPTD-SOP-01 Menyususun Rencana Kerja & Anggaran UPTD 

UPTD-SOP-02 Menyusun Laporan Kinerja Triwulanan UPTD IPLT 

UPTD-SOP-03 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan UPTD PAL 

UPTD-SOP-04 Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  

UPTD-SOP-05 Menerima Surat Masuk 

UPTD-SOP-06 Menyiapkan Surat Keluar 

UPTD-SOP-07 Pengiriman Surat Keluar 

UPTD-SOP-08 Mengusulkan Pemeliharaan Gedung dan Kantor 

UPTD-SOP-09 Mengusulkan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

UPTD-SOP-10 Mengajukan Uang Kerja Muka 

UPTD-SOP-11 Mengajukan Pembayaran Pihak Ke-3 

UPTD-SOP-12 Menyusun SOP 

UPTD-SOP-13 Penyusunan Uraian Jabatan (Jon Description) 

UPTD-SOP-14 Merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) 

UPTD-SOP-15 Proses Menyeleksi SDM 

UPTD-SOP-16 Melaksanakan Asesmen Pegawai 

UPTD-SOP-17 Pengoperasian dan Pemeliharaan Truk Tinja 

UPTD-SOP-18 Melayanai Penyedotan Lumpur Tinja 

UPTD-SOP-19 Penyedotan Tangki Septik 

UPTD-SOP-20 Pengangkutan & Pembuangan Lumpur Tinja 

UPTD-SOP-21 Persiapan Administrasi & Teknis LLTT 

UPTD-SOP-22 Menyedot Lumpur Tinja LLTT 

UPTD-SOP-23 Mengangkut & Membuang Lumpur Tinja LLTT 

UPTD-SOP-24 Mengisi & Memutakhirkan Data Pelanggan 

UPTD-SOP-25 Menerima Pelanggan Baru LLTT 

UPTD-SOP-26 Komunikasi Dengan Pelanggan Menggunakan Sarana Telpon 

UPTD-SOP-27 Menangani Keluhan Pelanggan 

UPTD-SOP-28 Mencetak, Mendistribusikan & Menerima Pembayarab Rekening 

Tagihan 
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Keserasian Hubungan Antara

Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota

Tidak melaksanakan kegiatan yang

menjadi kewenangan susunan/tingkatan

yang lain, namun jika ada tugas

pembantuan dari pemerintah pusat atau

dari daerah provinsi, maka UPTD dapat

ditugaskan untuk melaksankan tugas

pembantuan yang bersifat teknis

operasional tertentu dari tugas

pembantuan tersebut. UPTD dapat juga

diberikan tugas pembantuan dari

tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi

sebatas tugasnya masih bersifat

operasional.

Jabatan Teknis Yang Bersedia

Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan

Nama Pegawai (Tenaga) Teknis

Saat ini belum terdapat jabatan teknis

yang tersedia bagi pengelolaan air limbah

domestik di Kabupaten Kutai Timur

sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang atau dinas yang akan

menjadi induk bagi UPTD air limbah dapat

membuat renacana mengenai jabatan

teknis yang dibutuhkan bagi pengelolaan

air limbah domestik.

No Jabatan Kebutuhan 

1 Sopir  Dapat disesuaikan dengan jumlah armada yang tersedia  

2 Kenek  Dapat disesuaikan dengan jumlah armada yang tersedia 

3 Teknik Petugas IPLT   Disesuaikan berdasarkan dengan kondisi IPLT  
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BAB 3

ANALISIS BEBAN KERJA
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Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan

untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja

yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa

analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan

atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu

ANALISIS BEBAN KERJA
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Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2017 untuk 

UPTD Klas A yaitu terdiri atas:

• Kepala

• Kepala Sub Bagian Tata Usaha

• Pejabat Fungsional

Sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pengelolaan air limbah domestik meliputi PNS,

TK2D, dan THL. PNS utamanya adalah untuk jabatan Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha.

Jumlah Sumberdaya manusia didasarkan pada analisis beban kerja dan kapasitas

penyelenggaraan kegiatan (teknis dan penunjang) pengelolaan air limbah domestik.

ANALISIS BEBAN KERJA



KABUPATEN KUTAI TIMUR

Hasil analisis Beban Kerja menggunakan pertimbangan dari beberapa indikator seperti Hasil

Kerja, Satuan Hasil Kerja, Norma Waktu (Menit), dan Jam Kerja Efektif Pertahun, dengan

ketentuan Waktu Kerja Efektif (WKE) yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas sebagai

berikut:

Pekerjaan Harian, WKE = 300  Menit

Pekerjaan Mingguan,WKE = 1,500 Menit

Pekerjaan Bulanan, WKE  = 6,000.0 Menit

Pekerjaan Tahunan, WKE  = 72,000 Menit

ANALISIS BEBAN KERJA
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BAB 4

ANALISIS RASIO BELANJA 

PEGAWAI
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Rasio Belanja Pegawai Dengan Belanja Langsung Rasio Belanja Barang dan Jasa dan/atau 

Belanja Modal

Analisis Rasio Belanja Pegawai akan dilakukan dengan menggunakan Satuan Anggaran Belanja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur. Penggunaan Satuan Anggaran Belanja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur sebagai data yang dianalisis adalah relevan

pertimbangannya karena berdasarkan UU 23 Tahun 2014 pengelola air limbah domestik Kabupaten Kutai

Timur yang dianalisis hingga saat ini (Desember 2022) masih kewenangan pegawai Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur dan anggaran operasional pengelolaan air limbah domestik

juga masih merupakan bagian dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai

Timur

ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI
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Pelaksanaan Analisis

Penambahan belanja pegawai pada perangkat daerah sebagai akibat dari

adanya struktur baru pada UPTD tidak melebihi 0,5% dari total belanja

pegawai perangkat daerah yang bersangkutan. Analisis rasio belanja

pegawai menggunakan instrumen pengumpulan data, hasil perhitungan rasio

belanja pegawai dibahas melalui forum diskusi dengan tim pembahas dan

pemangku terkait. Berikut merupakan analisa rasio belanja pegawai setelah

terbentuknya UPTD.
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BAB 5
PENUTUP
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Kesimpulan

1. Pembentukan UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Timur

merupakan suatu kebutuhan prioritas mengingat seiring meningkatnya jumlah penduduk,

timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk akan semakin meningkat. Oleh

karena itu pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Kutai Timur harus semakin fokus pada

operasional pelayanan, sehingga pada tahun-tahun selanjutnya seluruh penduduk

Kabupaten Kutai Timur sudah dapat mengakses pelayanan Air Limbah yang diberikan

pemerinta daerah.

2. UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Timur adalah bagian

perangkat daerah yang akan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dari Dinas

yang membawahinya. Karena itu adanya UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

maka tugas regulator dan operator pengelolaan Air Limbah tidak bercampur lagi namun

sudah membagi menjadi fungsinya masing-masing dan diharapkan dengan bentukan yang

demikian pelayanan pengelolaan Air Limbah akan semakin maksimal.
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Kesimpulan

3. UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Timur yang akan dibentuk

mempunyai tugas pokok : “Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan

teknis penunjang di bidang pengelolaan air limbah”. Sesuai dengan tugasnya tersebut

UPTD melaksanakan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang sekaligus

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Melaksanakan urusan

pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang Air Limbah merupakan

urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pelaksanaanya perlu

menjadi prioritas pemerintah daerah.
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Kesimpulan
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INDIKATOR PEMBENTUKAN UPTD
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TERIMA KASIH


